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                                       B A B   I

                               PENDAHULUANBottom of Form

A. Latar Belakang Masalah. 
Produk halal sekarang ini bukan lagi semata-mata issu agama, tetapi telah menjadi issu di bidang bisnis perdagangan. Saat ini jaminan sebuah produk itu halal sudah menjadi symbol global bahwa produk yang bersangkutan terjamin kualitasnya. Selain itu,  masyarakat  Indonesia cenderung memilih produk-produk yang berlabel halal, malah menjadi semacam gaya hidup. Sebab kualitas produk halal akan lebih terjaga dari segala macam penyakit yang mungkin ada terkandung di dalam makanan atau minuman yang dikosumsi.
 Sosialisasi  akan pentingnya makanan yang halal belumlah sampai kepada tingkat kesadaran produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal  sehingga produsen  mencantumkan label halal pada produk yaang dihasilkannya. Informasi tentang makanan yang halalpun  belum terlalu gencar dilakukan, masih banyak ditemukan produk makanan, minuman  yang tidak dicantumkan kategorisasi  perlindungan konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam bab IV pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen.  Sementara makanan  tersebut dikonsumsi oleh konsumen sedangkan sosialisasi tentang label halal tidak gencar dilaksanakan sehingga banyak makanan yang diproduksi  oleh produsen (pelaku usaha) yang tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen tersebut.  
Makanan dan minuman yang  beredar luas di masyarakat,  ditawarkan secara bervariasi baik dari model dan bentuk yang menggiurkan sampai pada harga yang relatif rendah. Produsen dalam memproduksi hasil olahannya baik produk makanan maupun minuman lebih memilih untuk tidak memasanga label halal ketimbang mereka  memasangnya. Suatu produk atau proses produksi yang jelas-jelas diketahui tidak halal, namun karena pertimbangan ekonomi maka ada saja yang terus memproduksi.    

 Untuk mengimbangi ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang pangan ini, harus dibarengi dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya label halal pada setiap kemasan makanan yang dikonsumsi. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul mungkin pula tidak timbul.
 Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum yang sangat rendah, maka  derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.
  Dengan demikian kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak bagi produsen. Seperti  apabila produsen  dalam memproduksi makanan, minuman  kurang memperhatikan peraturan tentang  label halal, dapat dikatakan kesadaran hukum produsen  tersebut adalah rendah.  Ketentuan hukum mewajibkan pada setiap makanan harus ada label halal. Karena rendahnya kesadaran hukum produsen  terhadap peraturan perundang-undangan tentang label halal, maka  sebagian produsen  masih  memproduksi produk olahannya tersebut, dan yang diproduksi itu jelas halalnya atau mungkin bisa tergolong kepada yang syubhat.  
Menyikapi hal tersebut di atas,  produk pangan yang belum belum jelas  kehalalannya, maka ia termasuk dalam kategori makanan yang   mutasyabihat. Hal ini berdasarkan pada hadist:

عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلعلم يقول :ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقي الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ...(روه مسلم )
     Artinya:
Dari Nu’man bin Basyir ra berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal telah nyata(jelas)dan yang haram itu juga telah nyata (jelas), antara keduanya terdapat perkara yang diragukan yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mengerjakan perkara yang diragukan (syubhat) selamatlah agama dan pribadinya, tetapi siapa yang jatuh kedalam yang syubhat berarti ia jatuh kepada yang haram.)  H.R.Muslim).

Produksi perlu pula untuk meningkatkan pengetahuan dan   kepedulian tentang kehalalan suatu produk. Ketidaktahuan tentang kehalalan suatu produk bisa saja dianggap tidak bermasalah atau berdosa namun apabila ketidaktahuan tersebut disebabkan karena produsen tidak ada usaha mendapatkan sertivikat halal LP-POM MUI, maka berakibat kepada produk tersebut bisa termasuk pada kategori syubhat.
 Dengan demikian bagi pelaku usaha untuk memahami betul kriteria dari produk yang akan di pasarkan  dengan menggunakan label halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI, sehingga produk yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik   tanpa ada  sangkaan atau was-was terhadap produk yang digunakan. Apabila semua pihak sudah mengetahui dan bisa saling menghargai atas norma agama (ritual dan simbol-simbol), maka pelabelan halal tidak diperlukan lagi. Namun, karena heteroginitas orang dalam hal pengetahuan, pemahaman dan motivasi, maka pelabelan halal menjadi perlu dan bahkan merupakan suatu keharusan.  Label halal sangat penting terutama sekali adalah untuk memperkecil peluang produsen untuk berbuat kecurangan terhadap makanan yang diproduksinya. Kebanyakan makanan yang beredar  dikalangan masyarakat  yang tidak berlabel halal harganya relatif rendah,  masyarakat cendrung ke arah tersebut, dengan demikian, kesadaran  hukum produsen harus lebih ditingkatkan melalui berbagai upaya, antara lain;  sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang label halal, penyuluhan agama tentang makanan yang halal dan haram  serta efek samping dari mengkonsumsi makanan yang tidak jelas dan belum jelas kehalalannya.
Informasi tentang ingredient  dan  additive perlu mendapat perhatian dari para produsen. Informasi ini akan memberikan tambahan pengetahuan kepada produsen tentang ingredients /ramuan atau bahan yang di campurkan
 komposisi yang halal maupun yang subhat, sebagaimana yang disenyalir dalam  Firman Allah SWT  Q.S. ‘Abasa : 24-32

فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥)ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا (٢٦)
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧)وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا (٢٩)وَحَدَائِقَ غُلْبًا 
(٣٠)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ     )  عبسي :        )
Artinya:

Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma,kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan,. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.(Q.S. Abasa 24-32).

 Berdasarkan ayat di atas,  menegaskan kepada manusia untuk memperhatikan makanan yang di konsumsinya halal, haram atau di antara keduanya yaitu syubhat, kerana produk makanan, minuman  yang dikonsumsi masyarakat sekarang ini bukan saja makanan yang diproduksinya sendiri tetapi  banyak makanan yang dikonsumsi  diprodukasi oleh orang lain, maka untuk  itu ketelitian dalam memilih makanan  merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang makanan dan minuman terutama hasil produksi makanan dan minuman selama ini dilakukan, halal menurut Islam ? Firman Allah SWT. Q.S. An-Nahal : 114
((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((((  ( النحل :       )
(Artinya:
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.( Q.S. An-Nahl; 114).

 Ayat di atas menegaskan kepada produsen  untuk memproduksi makanan yang halal lagi baik dan begitu juga yang mengkonsumsi makanan juga harus mengkosumsi makanan yang halal lagi baik. Mengingat terbatasnya  kesadaran  hukum produsen  dalam memahami kehalalan suatu produk, maka pemerintah telah mengatur tentang perlindungan konsumen seperti  Undang-undang No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan,  serta PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam UU No 8 Tahuan 1999 pasal 4 (a) disebutkan bahwa : Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa  (c) konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.     
              Pasal di atas  menunjukkan bahwa setiap  masyarakat, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya, nyaman dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah agama dalam hal ini, keterangan halal yang diberikan oleh produsen haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian, produsen tidak serta merta mengatakan bahwa produknya halal. Sesuai dengan pasal 7 ( ayat a dan b).

Masyarakat mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa  yang akan dikonsumsinya. Kesadaran hukum produsen  terhadap peraturan perundang-undangan yang menjelaskan  pentingnya label halal pada setiap produk yang dihasilkannya  sudah semakin tinggi.  Tetapi pada saat ini tidak semua produk memiliki label halal,  bahkan tidak mencantumkan komposisi dari produk tersebut, sedangkan produk tersebut dikonsumsi oleh konsumen, tentu hal ini akan menimbulkan  suatu pengharapan terutama bagi konsumen muslim yaitu setiap produk yang dihasilkan  hendaknya memiliki label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan label halal dimaksud.  
Para pengusaha memahami kewajiban dan larangan beserta sanksi-sanksinya, baik sanksi hukum maupun sanksi moral yang berupa rasa dosa, dampak ekonomis, psikologis, sosiologis baik terhadap dirinya sendiri, kegiatan usahanya, maupun terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan secara keseluruhan. Setiap produk yang dihasilkan harus mencantumkan label halal sehingga  tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
Dengan demikian, bila produsen sudah menyatakan diri bahwa produk yang dihasilkannya itu halal dan menuliskan komposisi kandungannya,  sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Selanjutnya pemerintah dan masyarakatlah yang melakukan pengawasan atas kehalalan tersebut. Dari sisi prosedur, selain kandungan dari produk, produsen harus melaporkan mengenai proses produksinya kepada pemerintah. Apabila terjadi kebohongan dari apa yang telah dinyatakannya, maka penegakan hukum secara konsekuen harus dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk MUI ( Majlis Ulama Indonesia) untuk mengeluarkan sertifikat halal yang ditangani oleh Lembaga Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM) MUI baik ditingkat pusat maupun daerah, lembaga ini dapat menimalisir kecurangan-kecurangan dalam produksi makanan dan minuman bagai para produsen. 
Dari sisi prosedur, selain kandungan dari produk yang dihasilkan, perusahaan harus pula melaporkan mengenai proses produksinya kepada pemerintah. Apabila terjadi kebohongan dari apa yang telah dinyatakannya, maka sanksi hukum
 haruslah dilaksanakan. 

 Berbicara tentang kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia selaku individu dan anggota masyarakat, kesadaran yang dimiliki setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri, menyesuaikan diri terhadap setiap kesempatan serta dapat menempatkan diri sebagai individu atau anggota masyarakat. Kesadaran merupakan sikap tingkah laku  mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga kesadaran diartikan sebagai sikap atau perilakau mengetahui dan taat pada aturan serta kebiasaan hidup pada masyarakat. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan aman dan tertib.

Kesadaran adalah suatu proses untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal ini tentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan  moral dengan disertai kebebasan sehingga dapat mempertanggungjawabkan secara sadar dan masuk akal.

 Kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto sebagai kayakinan /kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel matting (keajegan) maupun  beslisigen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia.
 Kesadaran hukum merupakan kepatuhan untuk menjalankan peraturan tidak hanya bergantung pada  pengertian dan pengetahuan tetapi telah diutamakan  terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.  Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum produsen, terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.
 Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. 
Kesadaran hukum produsen   terhadap peraturan per-undang-undangan tentang label halal, tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan produsen  yang menjadi objek kajian penelitian ini, masalah label halal yang sudah sekian lama  berlaku, namun belum tentu ditaati oleh produsen. Berbicara mengenai ketentuan hukum, maka tidak terlepas dari kesadaran hukum.  Kesadaran hukum sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum,  sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.
Berdasarkan hasil pengamatan di Kabupaten Kerinci yang masyarakatnya  mayoritas beragama Islam, banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat (konsumen), bukan saja berasal dari dalam negeri bahkan luar negeri, yang kebanyakan tidak dicantumkan label halal. Begitu juga makanan dan minuman yang diproduksi oleh produsen yang ada di Kabupaten  Kerinci, dari data yang ada di dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Miniral Kabupaten Kerinci, dimana  terdapat  ± 300 produsen yang memproduksi makanan dan minuman
 di samping itu banyak sekali produk yang tidak terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Miniral dimaksud, salah satu diantaranya adalah produksi tahu, tempe, kue kering, kue basah dan lain sebagainya. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian tersebut, maka berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama  Indonesia  (MUI) Provinsi Jambi, sedikit sekali yang telah memiliki sertifikat halal LP-POM MUI, yakni hanya 10 (sepuluh) produk yang telah mendapat sertifikat halal dari LP-POM MUI seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

  Tabel I: Daftar Produk Makanan dan Minuman Halal yang Telah diterbitkan  Sertifikat Halal oleh LP-POM MUI Provinsi Jambi.

	NO
	Jenis  Produk
	Nama Produk 
	Alamat
	Ket.

	1
2

3.
4

5

6
7

8

9
10
	Minuman
Makanan
Makanan
Makanan  
Makanan
Makanan
Makanan 
Minuman

Makanan

Makanan
	Sirup Kayu Manis
Keripik Kentang

Dodol Kentang

Kerupuk Kentang

Kue Kelapa 

Dodol Kentang
Kerupuk Kentang
Kopi Bubuk

Dodol Kentang

Kacang Tujin
	Gn.Kerinci
Siulak

Siulak
Siulak

Siulak
Siulak
Siulak

Air Hangat

Siulak

Kerinci
	Al-Fafa
Al-Barokah

Pancuran 7

Edelweis

Putri Kembar
Slr Putri

Idola
Sutan Krc

UPPKS

Bunga


 Para produsen  dalam kabupaten Kerinci sebagian telah memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan per undang-undangan tentang  label  halal, namun sedikit sekali produsen yang mengurus sertifikat halal, Produsen yang sudah memiliki kesadaran hukum terhadap label halal, sehingga dia  mengurus label halal pada setiap kemasan produk, akan tetapi sebagian besar produsen  masih rendah  kesadaran hukumnya terhadap peraturan tentang  label halal, sehingga dia tidak peduli adanya  label halal pada setiap produk yang seharusnya dipasang pada setiap kemasan produknya, para  produsen belum memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku terhadap label halal, hal ini tentunya melahirkan perilaku produsen  yang belum patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku. Berangkat dari pemahaman di lapangan bahwa kesadaran hukum produsen Kerinci terhadap label halal masih rendah, maka perlu diteliti untuk ditingkatkan dan diupayakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dari produsen terhadap peraturan tentang label halal.

Berdasarkan  permasalahan  di atas,   penulis memaparkannya dalam tesis dengan judul  Kesadaran hukum produsen  terhadap label halal di kabupaten Kerinci.
B. Batasan dan Rumusan Masalah.


         Mengingat banyaknya  produk yang beredar di masyarakat maka penulis membatasi  lingkup penelitian di kecamatan Air Hangat, Kecamatan Siulak dan   di Kecamatan Gunung Kerinci  Kabupaten Kerinci,  dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengetahuan hukum produsen  terhadap label halal?
2. Bagaimana pemahaman  hukum produsen  terhadap  label halal?
3. Bagaimana sikap hukum produsen terhadap label halal ?

4. Bagaimana pola perilaku produsen terhadap label halal ?
5. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum produsen terhadap label halal ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

          Secara umum Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengungkapkan  pengetahuan hukum produsen  terhadap label halal;
2. Mengungkapkan pemahaman hukum  produsen   terhadap label halal
3. Mengungkapkan sikap hukum produsen terhadap label halal
4. Mengungkapkan pola perilaku produsen terhadap label halal
5. Mengupayakan  peningkatan kesadaran hukum produsen terhadap   label halal.
Adapun kegunaan  sebagai berikut :
Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni kegunaan secara praktis dan akademis, kegunaan secara praktis   adalah untuk memperkaya khazanah Agama Islam tentang kesadaran hukum produsen di Kabupaten Kerinci terhadap label halal. Sedangkan kegunaan secara akademis,  dimana  sebagai pedoman dikalangan  produsen   untuk mengetahui  mengurus label halal untuk produk yang dihasilkannya. 
D. Definisi Operasional

Adapun untuk lebih menjelaskan judul tesis yang penulis susun ini adalah :
a. Kesadaran Hukum;   yang dimaksudkan dengan kesadaran hukum di sini adalah kesediaan produsen  untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum dimaksud, baik itu dalam bentuk ; pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku dari produsen  terhadap hukum yang harus dilaksanakannya. Kesadaran hukum dimaksudkan  adalah merupakan suatu proses secara psikis yang terdapat dalam setiap diri individu/seseorang yang hal itu mungkin bisa timbul dan mungkin juga tidak bisa timbul, sehingga dengan demikian kesadaran hukum itu  merupakan kesadaran atau nilai-nilai  yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum.
b. Produsen  adalah, yang penulis maksudnya adalah sebagai pelaku usaha yakni; diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik itu yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bebagai bidang ekonomi.
    
c. Label halal, adalah tanda halal yang tertulis pada kemasan yang dikeluarkan atas dasar pengukuhan halal yang menyatu  pada kemasan produk sebagai jaminan yang sah, bahwa produk yang dimaksud adalah halal untuk digunakan serta dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian yang Relevan.


Dalam melakukan penelitian ini sebelumnya penulis telah membaca beberapa bentuk penelitian yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nurul Wahidah tahun 2007, tentang pandangan konsumen ibu rumah tangga terhadap label halal pada produk pangan, dimana yang merupakan sasaran daripada penelitian tersebut ini adalah untuk mengetahui pandangan konsumen terutama bagi ibu rumah tangga mengenai adanya label halal terhadap produk pangan. Sehingga sasarannya adalah menitik beratkan pada konsumen yang memainkan perannya sebagai penjaga gerbang (gate keeper) yang bertanggungjawab dalam pemilihan dan persiapan hidangan bagi seluruh keluarga yang merupakan penentu pangan atau menu keluarga dan pembuat keputusan untuk pembelian sebagian besar pangan sehingga nantinya apa yang dilakukan ini akan diikuti oleh anggota keluarga yang banyak lainnya.


Sehingga hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan tentang label halal dimaksud  responden terbagi kepada yang berpengetahuan rendah 
adalah sebanyak 60 %, oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya guna untuk mensosialisasikan terhadap peraturan tentang label halal dimaksud kepada masyarakat baik itu melalui media cetak, elektronik dan melalui sosialisasi lainnya pada kelompok-kelompok pertemuan lainnya.


Adapun media yang paling dipercaya bagi responden untuk mendapatkan informasi mengenai pangan yang berlabel halal  adalah melalui pertemuan keagamaan  yaitu sebanyak 74 %, berdasarkan hasil uji yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, didapat bahwa tidak ada hubungan antara status ekonomi serta status pekerjaan responden dengan pengetahuan halal yang dimilikinya, namun terdapat hubungan antara pendidikan dan pengetahuan tentang label halal bagi responden.
2. Artikel yang dibuat oleh Tota Fitrah Nurjanah, pada tanggal 5 Mei 2012, dengan judul artikel tersebut Label Halal dari segi Ekonomi dan Hukum, dimana pencantuman label halal pada produk pangan, akan meningkatkan daya saing produk pangan lokal terhadap produk-produk impor yang tidak memakai label halal, hukum halal pangan bagi umat Islam sebetulnya tidak hanya merupakan doktrin agama saja tetapi terbukti secara ilmiyah adalah baik, sehat dan dapat diterima oleh akal sehat, jadi pangan yang berlabel halal sangat bermanfaat dan baik untuk di konsumsi bila dibandingkan dengan yang tidak berlabel halal, karena makanan yang jelas halal itu akan membawa dampak bagi kesehatan jasmani maupun rohani.
3.  Artikel, yang ditulis oleh Agung Triono pada tanggal 29 April 2012 yang berjudul label halal dari segi hukum, dalam artikel itu dijelaskan pencantuman label halal pada setiap produk, sangat diperlukan demi terciptanya ketenteraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki, dalam hal ini, pemerintah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, tidak terbatas pada instruksi kepada pengusaha untuk memperoleh sertifikat halal pada produknya, tetapi perlu pengujian dan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang beredar di masyarakat luas, di samping itu pemerintah juga  harus memberikan kebebasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk ikut mengawasi semua produk pangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
F. Sistimatika Penulisan
          Agar penelitian ini lebih terarah dan sistimatis, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan sistimatika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :
Pada Bab yang pertama adalah merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasiona,penelitian yang relevan dan sistimatika penulisan.
Bab kedua memuat, label halal dan permasalahannya yang meliputi;Konsep halal dalam fiqih,tinjauan atas kesadaran hukum, dampak mengkosumsi makanan halal dan  haram, jaminan halal di Indonesia.
Bab ketiga yang meliputi; metode penelitian, yang terdiri dari; pendekatan metode penelitian, latar penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.
Bab ke empat membahas tentang kesadaran hukum produsen terhadap label halal yang meliputi; yaitu, Pengetahuan hukum produsen terhadap label halal, pemahaman hukum produsen terhadap label halal, sikap hukum produsen terhadap label halal, perilaku produsen terhadap label halal dan  upaya peningkatan kesadaran hukum produsen terhadap label halal serta analisis terhadap kesadaran hukum produsen terhadap label halal, Pengetahuan hukum Produsen   terhadap label halal, pemahaman hukum produsen terhadap label halal, sikap hukum produsen terhadap label halal, perilaku produsen terhadap label halal serta   upaya peningkatan kesadaran hukum produsen  terhadap label halal.
Bab kelima, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.
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